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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA

KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun

2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai
pengganti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarmasin
berubah fungsi menjadi instansi vertikal dengan
nomenklatur Badan Narkotika Nasional Kota
Banjarmasin;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang
menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan
Narkotika Kota Banjarmasin, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan ketentuan yang berlaku, dan tidak
berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mencabut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

•-- x dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
V^ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang
"n^ Badan Narkotika Nasional;

11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAN

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA

BANJARMASIN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008
Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN^.

UHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR


